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Selasa (10/1 1 ).

sebagai Ketua
sendiri Rp 104

dua bulan penjara,"
Selain hukuman

dirugikan Rp3,5 miliar
den, Ketut Gunarsa. rq

I Juta, Ketua
ntut 2 Tahun

/
Desa (LPD) lGrla, Payangan.

rtut 2 tahun penjara dalam
rn Tipikor Denpasar pada.
p menyalahi kewenangan
gga menguntungkan diri

lain.
Jaksa Penuntut Umum
majelis hakim pimpinan

'a Kurniawan dinvatakan ter-
an subsider pasal 3 jo pasal 18
1 KHUP pasal 65ayat 1 KUHP

hal memberatkan dan
ng membacakan tuntutan.

selama dua tahun dikurangi
denda Rp 50 subsider

)U dalam tuntutannva.
dan denda; Kurniawan juga

negara Rp 104juta dalam
pmusan hukum

penJara satu tahun.
melalui hu-

akan pembe-
('t1t't11. mohon waktu

sejak ti
Ketua

hingga
Kerta,
yang

tentang peraluran
'aturan dalam

tidak prinsip

LPD Desa tanpa per-
kredit di bahkan

ke Klungkung,

pledoi," ujar Sudana.
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Korupsf Rp
LPD Kerta

Kurniawan asal Desa Kerta,

negara
dengan hasil audit indepen-
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Mobil Batal,

BansosU Rp500 luta
* Hasil Dewan Bei"konsultasi

ke Kemendagri

Pembatalan ini I

kan karena ek

mendapat fasilitas kendaraan
dinas (mobin) jenis Toyota
Kijang Avanza di tahun 2016.
Keinginan itu didasari atas
regulasi yang menyatakan ang-
gota dewan itu adalah pejabat
daerah, Sebagai pejabat dae-
rah, mereka menilai b erhak
mendapaat fasilitas kendaraan
dinas seperti pejabat eksekutif.

Total kendaraan dinas bqgi
anggota itu sebanyak 29 unit,
karena sebagian lagi sudah
mendapat fasilitas kendaraan
dinas karena menduduki
jabatan sebagai pimpinan, dan
alat kelengkapan dewan.

Nah, dalam pembahasan
draf rancangan APBD 2 016,
ternyata Pemkab Buleleng sulit
penuhi keinginan itu lantaran
tidak cukup banyak memi-
liki dang. Namun, di tengAh
keteibaqaqan dana itur mun-
cul usulhrl agar iatah Fansps
masing-F4sing anggota dewan
dipotong untuk beli kendaraan
d inas,

Pemotongan jatah pansos

kutif tidak sbt
dengan usulan
wan, tetapi kar

tidak ada da
hukum sehin
jika dipaksa

berisiko persoa
di kemudian h

SINGARAIA, NusaBali
Rencana pemangkasan

tuan s os ial IBa nsos), u
beli mobil dinas balu
luruh anggota OPnD dut,j
akhirnya batal d ila ksan.akhirnya batal dilaksanat
latah bansos bagi ftas lr
masing anggota drewan I
utuh sebesar Rp 500 jFta.

Tadinya, ada keidgihan pl

anssota DPRD Bulelens ltanggota DPRD Buleleng
1l

fl
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itu disesuaikan dengan harga
kendaraan yang dibeli, sekitar
hampir Rp 300 iuta. Wacana itu
pun itt.n!rndaig pro kontra di
masvarakat. AkhirnYa PimPi-
nan dan seiumlah anggota de-
wan bertolak ke Jakarta temui
peiabat di Kementerian Dalam
Negeri (Kemedagri). HasilnYa,
Kemendagri menyatal{an sam-
pai saat ini Pemerintafr belum
menerbrtkan aturan Pembe-
rian fasilitas kendaraan dinas
bagi anSgota dewan..

Infoitnasi yang dihimPun
Rabu [1 t 111), selain menYa-
takan tidak ada aturan anggota
mendapat fasilitas kendaraan
dinas, Kemendagri juga meng-
ingatkan agar anggota dewan
tidak mengikuti daerah lain
vang sudah memberi fasilitas
"ken"daraan dinas kePada ang-
gota devr'annYa.

Karena, secara ketentuan
pemberian fasilitas itut.sudah
melanggar. MenYusul Pen-
eplasan itu, anggota DPRD Bule-
leng pun tidak lagi ngotot me-

tas tersebuff tlingga
i sidang patifurna
;enda jawaban bu-

Sedangkan untuk angggota
belum diperkenankan. "SaYa

kira sudih ielas, tidak ada
pembelian mobil itu," imbuh
Supri atna.

Sementara BuPati Buleleng
Putu Agus SuradnYana usai
menghadiri sidang PariPurna
kemarin siang iuga membe-
narkan rencana Pembelian
mobdin dewan dibatalkan
karena tidak ada regulasi Yang
m en gatur.

PJmbatalan ini bukan ka-
rena eksekutif tidak setuju
denpan usulan dewan, tetaPi
karena tidak ada dasar hukum,
pihaknya tidak ingin memak-
sakan. Apalagi jika rencana ini
dipaksakan akan sangat- risiko
m-en'imbulkan Persoalan di
kemudiaq hari.

"fiaat ada anggaran beli
mobdin dan saYa tidak berani
mengambil resiko. Karena tidak
ada dasar hukum untuk membli
mobdin untuk kawan-kawan de-
wan dan saya haraP keputusan ini
dihormati," katanya. 'IE, k19

emanclangan umum
ksi, tidak ada Pos
vebut pembelian
i'rcta.aari dinas bagi
dewan,
RD Buleleng I Gede
dikonfirmd,si usai
arin membdnlrkan
rgadaan kefldfraan
;i anggola l9f wan
direalisasf[<{n. Ia

rkui, pembafPl$n itu
aknva berkdllsbltasi

"gri 
belum llnla ini.

sudah bat;it tidak
itu lagi," uiarnYa..
PDIP asal Desa

i menjelaskan, Ke-
dalam konsultasi
kan, berdasar PP

un 2007leirtang
dan protokqlq dan
embaga dewprl, dia-embaga deuprl, clta-
asilitas mobflif dan
rs diberikan kdPada
inan DPRD,
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Provek D
J

SDN I Kukuli
Dituding Transparan

TABANAN, N usaSali
Proyek perbalkan ti

Ketut Suparti membantah
tudingan tak transparan
dalam penggarapan
proyek bersumber dari
DAK Pemkab Tabanan.
Dikatakan, sebelum proyek
dilaksa akan diawali
dengan rapat bersama
Komite Sekolah pada tang-
gal B Agustus 2015. Rapat
Komite dihadiri 13 orang,
dipimpin Ketua Kom ite.
Suparti juga memba ntah
pengerjaar proyek dis-
erahkan kepada pembo-
rong.

Suparti menambahkan,
pada tanggal 5 September
2 015, Tim Monitoring dan
Evaluasi (Monev) Pemkab
Tabanan sebanyak tiga
orang diketuai Gede Hery
Widyatama turun ke SDN 1

Kukuh. Bahkan, Tim Monev
DAK Pemkab Tabanan me-
nyarankan untuk melan-
jutkan pembangunan.
Diterangkan, DAK senilai
Rp 155 iuta itu dimanfaat-
kan untuk p€rbaikan tiga
ruangan.

"Pembangunan ini kami
awali d4ngan rapat komite.
Kami bdkerja secara
transpafan," tandas Supa r-
ti, Rabu [11l11). -E k21

Proyek perbalkan tl
ruangan di SDN 1 Kuk
Desa Kukuh, Kecama
Marga, Tabanan, ditud
tak transparan. Indika
ya, pembanguna$ den
dana RP 155 iutt bers
ber dari Dana Aliokasi
sus (DAK) Pemkpb Ta
an tidak disosialisa
kepada Komite
Warga juga keluhkan
sekolah menunjuk pe
borong untuk pe
proyek.

Sumber di lapangan
membeberkan, plhak s
lah tidak mema$ng
pengumuman terkait
proyek DAK di SDN 1
kuh. Papan pengumukuh. Papan pengumun
dipasang setelah proy
selesai dikerjakan. Da
papan pengumuman it
terungkap jika pengerj
nya swakelola.

"Tapi setahu saya
pengerjaannya diboro
kan," u ngkap sumber r

lapangan.
Dia pun berharap di

terkait turun ke la
untuk Inengece k pemb
gunan di SDN 1 Kukuh

Kepala SDN 1 Kuku

Edisi
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